QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG
KHALWAT (MESUM)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang :

Mengingat :

8- pahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam di dasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun
1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara
lain di bidang Pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan
masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang
tertib, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha
Allah;

b. bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar
yang dilarang dalam Syari’at Islam dan bertentangan pula dengan
adat istiadat yang berlaku dalam masayarakat Aceh karena
perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada
perbuatan zina;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b perlu membentuk Qanun tentang Larangan
Khalwat/Mesum;

Al-Quran;

1
2 Al-Hadits;
3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1103);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3893);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5
Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun
2002 tentang Peradilan Syari’at Islam (Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 4);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Agidah, Ibadah
dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E  Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
5);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH

Menetapkan:

DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

QANUN  PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG KHALWAT (MESUM)

BAB |



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah
Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan
eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta
perangkat lain pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan
eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.

Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.

Imeum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu
kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan
beberapa gampong.

Keuchik adalah kepala pemerintahan terendah dalam suatu
kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah
tangganya sendiri.

Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah adalah Mahkamah Syariyah Kabupaten/Kota
dan Mahkamah Syariiyah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina,
melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar
makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai
penyelidik.

Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi
tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan
penegakan Syari’at Islam.

Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas
dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran
Syari’'at Islam.

Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi
tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang
Syari'at Islam;

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi tugas dan
wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di
bidang syari’at dan melaksanakan penetapan putusan
hakim mahkamah;

Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe
Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya



yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

18. Jarimah adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan
gishash-diat, hudud, dan ta’zir.

19. ‘Ugqubat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran
jarimah.

20. Khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara

dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang
bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.

BAB Il
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan,
perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.

Pasal 3

Tujuan larangan khalwat/mesum adalah :

a. menegakkan Syari’at Islam dan adat istiadat yang berlaku
dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

b.  melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau
perbuatan yang merusak kehormatan;

c. mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari
melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;

d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan
memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum;

e. menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

BAB IlI
LARANGAN DAN PENCEGAHAN
Pasal 4
Khalwat/Mesum hukumnya haram.
Pasal 5
Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum.
Pasal 6
Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan
dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau

melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

Pasal 7



Setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah
terjadinya perbuatan khalwat/mesum.

BAB IV

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)  Masyarakat berperanserta dalam membantu upaya
pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum.

(2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang
baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya
pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

Pasal 9

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga
masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan
kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan
jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 11

Warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 apabila lalai memberikan
perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang
yang menyerahkan pelaku.

Pasal 12
Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
diajukan ke Mahkamah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

(1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik
berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 dan 6.



